
 

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis  

           Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 dan 

Keputusan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang 

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan 

Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, 

fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen / 

aparat Kewilayahan.   

              Dengan demikian Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa 

Barat, sesuai dengan Perda   Nomor 18 Tahun 2011  tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 tahun 2006 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung, memiliki  kebijakan 

utama pembentukan  struktur tata ruang, sebagai berikut : 

a.  Mengembangkan 2 ( dua ) pusat primer yaitu Inti Pusat Kota  yang 

berada di Alun-alun untuk wilayah Bandung Barat dan  Gedebage 

untuk wilayah Bandung Timur. 

b. Membagi Wilayah kota menjadi 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP), 

masing masing dilayani oleh satu pusat sekunder, terdiri dari pusat 

sekunder Setrasari, melayani WP Bojonegara; pusat sekunder sadang 

serang, melayani WP Cibeunying; Pusat Sekunder Kopo Kencana, 

melayani WP Tegalega; Pusat Sekunder Turangga, melayani WP 

Karees; Pusat Sekunder Arcamanik, melayani WP Ujungberung; dan 

Pusat Sekunder Margasari melayani WP Gedebage. 

Terkait dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bandung, 

direncanakan pengembangan kawasan strategis yang sedemikian rupa 

sehingga ditentukan bahwa Kecamatan Ujungberung adalah sebagai 

salah satu rencana pengembangan kawasan perumahan dengan 

kepadatan perumahan yang tinggi. Dengan makin bertambahnya lahan 

untuk perumahan yang akan berakibat dengan pertumbuhan penduduk 

yang signifikan. Hal itu menuntut pemerintah daerah untuk tanggap 



 

terhadap permasalahan yang akan muncul dilingkungannya.  

C.  Strategis  

 1.  Nilai-nilai Strategis Organisasi 

Sebagai institusi yang merupakan bagian dari Pemerintah Kota 

Bandung, Kecamatan Ujungberung berpegang pada nilai-nilai yang 

terkandung di dalam visi Kota Bandung, Untuk mewujudkan kota 

Bandung bermartabat, merupakan perwujudan dari harapan warga 

Kota Bandung. Nilai-nilai tersebut dituangkan dalam bentuk keinginan 

untuk mewujudkan Kota Bandung dan kehidupan sosial warganya 

yang Bersih, Taat, Makmur dan Bersahabat. 

Kecamatan Ujungberung secara khusus juga memiliki nilai-nilai 

yang merupakan kekhasan masyarakat di Kecamatan Ujungberung, 

yang mewarnai kekhasan karakteristik Pemerintah Kecamatan 

Ujungberung. Adapun nilai-nilai strategis organisasi Kecamatan 

Ujungberung tersebut adalah : 

a) Profesional; keseimbangan antara kesejahteraan di lingkunan 

aparatur Kecamatan Ujungberung serta upaya untuk mewujudkan 

kehidupan sosial yang kondusif di Kecamatan Ujungberung 

membutuhkan aparatur Kecamatan Ujungberung yang profesional. 

b) Produktif; adalah komitmen kuat dari organisasi Kecamatan 

Ujungberung untuk mewujudkan masyarakat Kecamatan 

Ujungberung yang produktif sejalan dengan meningkatnya 

produktivitas aparatur pemerintahan di lingkungan Kecamatan 

Ujungberung, untuk meningkatkan kesejahteraan. 

c) Kondusif; merupakan perwujudan dari upaya Kecamatan 

Ujungberung memenuhi keinginan dan harapan dari masyarakat 

Ujungberung agar tercipta kehidupan sosial yang kondusif di 

wilayah Ujungberung. 



 

d) Kokoh; sinergi dan harmoni di lingkungan aparatur Kecamatan, 

dan keseimbangan hubungan antar elemen masyarakat di 

Kecamatan Ujungberung, adalah jaminan lancarnya keadilan 

pembangunan. 

 

3. 4.  Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Ujungberung Kota 

Bandung   

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah 

Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif 

dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat 

lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya 

selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi 

kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan 

menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan 

perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan 

sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.  

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang 

dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju 

good governance and clean government sehingga akan berdampak pada 

kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah 

pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Ujungberung Kota 

Bandung pada tahun 2013 - 2018 tidak bisa dilepaskan dengan 

permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu 

dan permasalahan yang dihadapi antara lain : 

1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima. 

2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan. 

3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat 

SDM untuk meningkatkan kemampuannya. 

4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan 

TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen. 



 

5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan 

Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.   

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara 

komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam 

RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, 

indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan 

program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas 

pokok dan fungsi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, sebagai berikut 

: 

1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, 

efisien, dan transparan. 

2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan 

TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas. 

3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. 

4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan 

penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat 

5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai 

dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada 

Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis 

dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. 

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi 

yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD 

dimasa datang.  Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis 

adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, 

akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada 

masyarakat dalam jangka panjang. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Pemerintah 

Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dapat  diidentifikasi beberapa hal 

sebagai berikut : 



 

Tabel 3.1 

Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi  

Kecamatan Ujungberung Kota Bandung  

dan Dinamika Lingkungan Strategis 

 

No. Tupoksi Isu Strategis 
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4. 

 1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan 

Publik) 
Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang 

sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan 

pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu 

reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada 

tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus 
menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai 

tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan 

beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan 

kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan 

masyarakat serta dinamika global yang senantiasa 

mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan 
daerah. 

   Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus 

dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang 

telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, 

akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN. 
 

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur  

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan 
prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi 

yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang 

profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan 
presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar 
pelayanan minimal public services and public complaint. 

Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam 
kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam 

penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur 

yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan 
menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan 

masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga 

diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, 

manajemen pemerintahan yang lebih transparan, 
akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta 

ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap 

penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan 

nepotisme (KKN). 

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan 

Ujungberung dalam makna lain adalah juga pengembangan 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya 

merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, 

pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, 



 

No. Tupoksi Isu Strategis 

bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja 
seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara 

terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor 
penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka 

mewujudkan good governance. 

 

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik 
Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik 

(good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan 

penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan 

penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung 

penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan 

kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh 
unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan 

penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada 

sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan 

adaptif  sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. 

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini 

terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan 
kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan 
masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang 

Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat 
Kecamatan sebagai  sebagai shareholder. 

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan 

publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme 
birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan 

efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur 

kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki 
reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan 

pegawai, serta mengubah kultur organisasi. 

 
4. Pengelolaan Keuangan dan Barang 

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu 

modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah 

Kecammatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan 

barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam 

menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. 
Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih 
diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada 

intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang 
daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), 
bukan pada kebijakan (Policy Budget).  

Sistem manajemen keuangan daerah (financial 
management system) merupakan bagian penting dalam rangka 

mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. 

Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata 

perencaaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman 

akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau 

pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem 

keuangan tersebut adalah agar pengelolasan anggaran 
dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money 
sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability). 

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap 

yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, 



 

No. Tupoksi Isu Strategis 

pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, 
pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari 

perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah 

harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus 

dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, 

antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi 
mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi 

tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem 

pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan 

barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya 

data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang 
daerah. 

 


